DAFTAR PUSTAKA

Adi C, Irwan. “Perlindungan Hukum Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi
Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak

Pidana Tertentu.” Universitas Brawijaya, 2023.

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebagai Amanat Konstitusi.” Jurnal Konstitusi, 2015, 230-230.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alwasilah, Chaedar. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan
Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.

Anatami, Darwis. Pengenalan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Dan Kepailitan . Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Anggono, Bayu Dwi. “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan
Perundang- Undangan: Permasalahan Dan Solusinya.” Jurnal Masalah-
Masalah Hukum, 2018, 2-2.

Anisah, Siti. “Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum
Kepailitan D1 Indonesia.” Depok , 2008.

Annisa, Arini Nur. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah AgungTerhadap
Hak Uji Materiil Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara Dan Panas
Bumi No0.03/E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan

Batubara.” Universitas Hasanuddin, 2014.

Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam

Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2014.

Fajarwati, M. “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau

100



Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan ,” 2017, 146-146.

Finch, Vanessa. “The Measures of Insolvency Law.” Oxford Journal of Legal
Studies , 1997, 51-51.

Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999.

Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika,
2018.

Halim, Ridwan. Hak Milik, Kondominium Dan Rumah Susun. Jakarta: Puncak
Karma, 1999.

Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 20009.

Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. Malang: UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah Malang, 2007.

Henry P. Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari. Jakarta: Sinar
Harapan, 2001.

Heriani, Fitri Novia. “Developer Tak Bisa Dipailit/PKPU, SEMA 3/2023 Dinilai
Halangi Hak Hukum Kreditur Cari Keadilan.” Hukum Online, 2024.

Hutagulung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata Kepailitan Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Hutangulung, Arie S. Kondominium Dan Permasalahan. Depok: Badan Penerbitan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing, 2007.

101



Irawan, Bagus. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, Dan Asuransi.
Bandung: Alumni Bandung, 2007.

Judohusodo, Siswono. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Unit Percetakan
Bharakerta Inkoppol, 1991.

Lontoh, Rudy A. Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, 2001.

M, Fajarwati. “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau
Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan .” Jurnal Legislasi Indonesia, 2017, 146-146.

M. Hadjon, Philipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the
Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2019.

M, Hajar. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Figh.
Pekanbaru: UIN Suka Riau, 2017.

Manan, Bagir, and Kunta Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara

Indonesia. Bandung: Alumni, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005.

Mezak, Meruy Hendrik. Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
Vol. Vol. V, Nomor 3. Tangerang: Law Review, Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan, 2006.

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
Ofset, 2008.

102



Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004.

Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. ‘“Peranan Mahkamah Agung
Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.”

Nommensen Journal of Legal Opinion , 2021, 203-203.

Nale, Victor. “Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Refleksi Hukum , 2016, 7—7.

Nating, Imran. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan
Pemberesan Harta Pailit. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Nugroho, Susanti Adi. Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik
Serta Hukumny. Jakarta: Kencana , 2018.

Otok M.Si, Dr. Bambang Widjanarko, and S.Si, M.Si, Dewi Juliah Ratnaningsih.
Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data. Universitas
Terbuka, 2016.

Purba, James. “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023,” 2023, 15-15.

Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan,
Kepailitan, Dan Penundaan Pembayaran Utang. Jakarta: PT Djambatan,
1992.

Rahardjo, Satjipto. lImu Hukum, 2000.

Ridwan. Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta : FH UII Press,
2014.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press,
2014.

103



Santoso, Raithan Andhika. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran
Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Publikasi
lImu Hukum, 2023, 14-14.

Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Bandung: PT Alumni, 2006.

Sastrini, Luh Ketut Ayu Manik, and Ni Made Witari Dewi. “Peranan Peraturan
Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan.” Jurnal Dunia llmu
Hukum Dan Politik 2, no. 2 (2024): 220-220.

Sibuea, Hotman P. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Jakarta: Erlangga,
2010.

Simanjuntak, Ricardo. Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia: Teori
Dan Praktik. Jakarta : PT Gramedia, 2023.

Sinaga, Syamsudin M. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2012.
Sjahdeini, Sutan Remi. Hukum Kepailitan . Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remi. Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening .
Jakarta : Grafiti, 2002.

Soekonto, Soerjono, and Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekonto, Soerjono, and Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang Undangan. Yogyakarta:
Kanisius, 2007.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

104



Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan .
Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&. Bandung: Alfabeta,
2009.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2018.

Suyudi, Aria. Kepailitan Di Negeri Pailit. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2004.

Tim Publikasi Hukum Online. “Meninjau Edaran MA Tentang Pembuktian
Sederhana Pailit/PKPU Pnegembang Apartemen.” Hukum Online, 2024.
Meninjau Edaran MA tentang Pembuktian Sederhana Pailit/PKPU

Pengembang Apartemen.

Tumbuan, Fred. B. G. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Atau
Penundaan Pembayaran Utang . Bandung: Penerbit Alumni, 2001.

Usman, Rachmadi Usman. Dimensi Kepailitan Di Indonesia. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2004.

Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis, Kepailitan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002.

Yuhassarie, Emmy. “Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya:
Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan

Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.” Pusat
Pengkajian Hukum, , 2005.

105



